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BUPJTN KAIINGAT{
PROYIIIISII(AIJMAITTANIEI{GAH

PERITI}RATiT BI'PATI KAIIIiTGAN
NOMOR :.4I+: TAIIUH 2016

TEI'TTAHG

RENCANA KER.TA PSMERIITTAH DAERAH
I{ABUPATEIT KATI}IGAI{ ?trI{T'N 2OI7

DENGAN RAH!fiAT TUHAN YA!{G MAI{A ESA

ET]PATI KATIHGA}T,

batrwa unark melaksanakan kEtentuan ksal 26 ayat (21

Undang-Unda*g No,msr 25 Tahun 2@ tentang Sistem

Perencanaen Pembangunan Nasional, trrerlrr men5nrstm

Reacans lGrja Femerintah Daerah {RI{PD} Kabupaten

Katingan;

bahwa unhrk menjamin konsistenei arrtara perenca*aan darr

penganggamn, dan efektivitqs serta efisiensi pncapaiarr

prioritas dan sasaral 1rmkngtman nasiosal &n da€rah,

psogram den kq$atan yang ditetaPkn dalarn Rencana l{erja

Pernerintah Dasrah {RI(PD} Eerr|iadi tarrrtasnn pq{ruerrnan

Kebliakan Umum AnSgHmn ttfiJAl dan Prioritas dan Plafon

Angaran *aentara (PPASI untuk merrJrursun Rancangan

Aagaran Feadapatan .lan Betrartja Daerah [RAPBD];

bahwa Resreana Kerja Pemerintah Daeratr sebagaimana

rli,mqksxld pada huruf a msmuat amh kebii+Iran datrah sattr

tatrun ]rang meflrpakan komi&sr Pemerinhh &bupafen
I(atingan untuk memberikan hpstiart kebijskan dalam

melaksanakan pembangunan daerah yang berksiaambiurgan;

bahwa bedasarkan pertimbal€an sehgatrlana dimnksud

trxda hulaf a, hurrf b dsn huruf c diatas, perlu di&apken
dengan hturan Bufati l(atiryBn.

Mengingat : 1- Undang-tlndang Nomor 5 Tatnm 2OO2 tentang Fembentukan

Kabupaten l{atingan, Ihbupaten Serr4ran, Ifubupaten

Sutamarq Eahrpatm Lemsadau, Kabupten ftmwtg Mas,

d.



2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

I(abupaten Pulang Pisau, Kabupaten Mumng Raya, I(abupaten

Barito Timur di Provinsi Kalimaatan Tengah {Iembamn Negara

Republik Indoensia Tahun 2ao2 Nomor 18, Tambahan

Lembaran Negar,a Republik Indonesia Nomor alSO);

undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo3

Nomor 47, Ta1nba}1an Lembaraa Nega-m Republik Indonesia

Nomor a2861;

undang-undang Nomor 1 Tatrun 200.4 tentang

Perbendaharaan Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2ffi4 Nomor 5, Ta:nbahan fumbaran Nqara Republik

Indonesia Nomor a355);

undang-undang Nomor 25 Tahua 2ao4 tentang sistem

Perencagaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 104, Tambahan

Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor aaZll;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangart

Keuangan antara Pemeriatah Pusat dan Pemerintahan Daeratt

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OA4 Nomor 126,

Tambatran I,embaran Negara Repuhlik Indo:resia Nomor aa38);

undang-undang Nomor L7 Tahun 2oo7 tentang Rencana

pembangunan Jangka Par{ang Nasional Ta}run 2OO5-2O25

(Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2w7 Nomor 33,

Tambatran t embaras Negara Republik Indonesia Nomor aTOOh

Undapg-Undang Nomor 12 Tahun aOLL tentang Pembentukag

Perattrran Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun ?lOlL Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor Sffia);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2A!4 Entang Pemerintahan

Daerah (funnbaran Negara Republik Indonesia Tahgn 2OL4

Nomor 244, Ta:rrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 55371 sebagaimana telah diubah bebempa kali teraktlir,

dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedr.ra Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2414

tentang Penrerintatran Daerah (kmbaran Negasa Republik

Indonesia Tatrun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Repubtik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OOS tentang

Pengelolaan Keirangan Daerah (Iembaran Negara Republik
9.



10.

11.

12.

Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 140, Tambahan Irmbaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2A06 teatang Tata Cara

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan

{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OAO Nomor 96,

Tambahan Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor a663);

Perafirran Pemerintatr Nomor 4O Tahun 20{}6 tentang Tata Cara

Pen;rusunan Rencana Pembangunan Nasional {kmbarart
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan

Lembaran Neg;ara Republik Indonesia Nomor affil;
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2AO7 tetta:rg

Pembagian Urusan Pemerintatran antara Peurerintatr,

Pemerirrtatran Daerah Provinsi dan Pemeriatahan Daerah

I(abupatenlKota {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2AA7 Nomor 82, Tambaha:r Lembaran Negara Republik

Indonesia Nonror 47 37t;

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2OO8 tentang Pedoman

Evaluasi Fenyelenggaraan Femerintahan Daerah {Lembaran

Negara Republik Indonesia Tatnrn 2OOg Nomor 19, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815h

Pera&ran Pemerintah Nomor 7 Tahun 2OO8 tentang

Dekonsentrasi dan T[gas Pembantuan {kmbaran Negara

Republik Indonesia Tahua 2oo8 Nomor 2O, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a816);

Peraturan Pemerintatr Nomor 8 Tahun 2OOB tentang Tahapan'

Tata Cara Pen5rtrsunan, Fengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah flembaran Negara.

Republik Indonesia Tahun 2oo8 Nomor 2t, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a817h

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 20A6 tentang

Pedoman kngelolaan Keuangan Daeratr rebagaimana telah

diubatr dengan Peraturan Merrtsri Dalam Negeri Nomor 59

Tahun 2AOT bntang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2O1O tentang

Pelaksanasn Peraturan Pemerintatr Nomor I Tahun 2OOB

tentang Tahapan Tata Cara kn5nrsunan, Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan. Rencana Pembangunan Daerah.

Peraturaa Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tatrun 2Al2

tentang Pedomas Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan Di

13.

14.

15.

16.

L7.

18.



19.

Linglrrngan Kementerian Dalanr Negeri Dan Pemerintah

Daeratr fBerita Nega"ra Republik Indoneeia. Ta]rua ?OLZ Nomor

aa6l;

Peraturan Menteri Datam Negeri Nomor 80 Tatrun 2015 tentang

Pembentukan Produk Hulnxn Daerah;

Peraturan Menteri Datam Negeri Nomor 18 Tahr:n 2OL6 tentang

Pedoman Pen3msunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana

Kerja Pemerintatr Daerah Tatrun ZALZ tBerita Negara Republik

Indonesia Tahun 2OL6 Nomor 5181;

Perahrran Daer:ah Provinsi Kalimantan Tengatr Nornor 11

Tahnn 2OO5 tentang Tata. Cara Pen5rusr.rnan Perencalaan

pembangunas Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah

Perencanaan Pembanguna:r Daerah Provinsi Kalimantart

Tengah {Irmbaran Daerah Prorinsi Kalimarrtan Tengah Tahun

2005 Nomor 15);

Perattrran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 12

Tahua 2oo5 tentang Rencasra Pembaagr.man Jangka Paqiang

Daerah Provinsi lklimantan Tengatr Tahun 2oa6.-2025

fl*mbaran Daerah Provinsi lklimantan Tengah Tatrun 2005

Nomor 16);

Peratura.rn Daerah Kabupaten Katingan Nomor 2 Tahun 2OO8

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

fRPJPDI l(abupaten Itutingan Tahun 2ao*2o25 {Lembaran

Daeratr Kabupaten lGtingan Tahun 2OO8 Nomor 2!;

Peraturan Daemh l(abupaten lktingan Nomor 3 Tahun 2OOB

tentang Fembagian urusan Pemerintahan yang mdadi

Keweaangan Pemerintatr Kabupaten Katingan $,embarart

Daerah Kabupaten Katingan Tahr-rn 2008 Nomor 3);

Peraturan Daerah l(abupaten Katingan Nomor 3 Tatrun zALa

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daeratr

(RPJMD) Ikhupaten I{atingan Tahun 2013-2018 fl,embarart

Daeratr I(abupaten Katingan Tahun 2OL3 Nomor 30);

Perahrran Daerah Kabupatea l(atingan Nomor I Tahun 2015

tentang Penrbatran Kedua Atas Peraturan Daerah l(abupaten

Katingan Nomor 6 Tahun 2OO8 tentang Orgasisasi dan Tata

Kerja Inspektora! Badan Perencanaan PembangUnan Daeratt

dan Iembaga Tekris Daerah {Lembaran Daemh Kabupaten

Katingan Tahun 2015 Nomor 54, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Iktingan Nomor 25)'

2t.

22"

24.

23.

24.

25.

26.



Menetapkan :

MEMUTUSI(AN:

PERATURAN BUPAfi KATINGAN TENTANG RENCANA KERIA

PEMERINTA}I DAERAH IGBUPATEN KATINGAN TAHUN 2OT7 '

2.

3.

4.

5.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalarn Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah pusat, selarrjutnya disebut Pernerintah, adalah

Fresiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaart

pemerintahanNegaraRepubliklndonesiasebagaimana
dimaksud datam undang-undang Dasar Negara Republik

Indoaesia Tahun 1945-

pemerintah Daerah adalatr, Bupati dan kranglat daemh

sebagai u$sur prqreleaggaraan pmerintahan daerah'

Rencana Pembangunan Jangfta Menengah Daeralr yang

selarrjutnyadising$atdenganRPJMDadalahdolnrmen
perencartaan daerah untuk periode 5 {lima) tahun'

sattran Kerja Perangkat Daerah yang selanjutr,rya disingkat

dengan SKPD adalah peranglat daerah pada pemerintah

daerah kabuPaten;

Badan Perrencanaan Pembangunan Daerah yalrg selanjutnya

disebut dengan Bappeda atau sebutasr lain adalah unsur

perencana penyelenggaraan pemerintahan yang

melaksanafuarr tugas darr me*gfuoordinasikan pen3ausruran '

dan pengendalian, dan evalr:asi pelaksanaan reilcana

pembangunari daerah-

Rencana Strategis SKPD yang selanjutrrya disebut dengart

Renstra SKPD adalah dokumea pereilcanaan SIGDuahrk

periode 5 [ima] talrun.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selar:$utnya disingkat

RKPD adalah do*emen perelrcana,an daerah untuk periode 1

(satu) tahun atau disebutdengan rencana pembangunan

tahunan daerah.

Rencana Keda slc}Dyang selar{utnya disebut Renja-sKPD

adalah dokumen perencanarm SKPD untuk pericde I {satu}

tahun.

Kebi$akan umum APBD yang sela4iutnya disiogkat KUA

adelah dokumen yang memuat kebiiakan bidang peadapatan'

7.

9.



10.

belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya

untuk Periode I {satu} tahun'

PrioritasdarrPlafonAngararrSementarayangsela4iutnya

disingkat PPAS adalah rancarlgan program prioritae dan

patokan batas aaksimal angaran yang dikrikan kepada

SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam

pel}]rusullanRencarraKerjadanAnggararrSatuanKerja
PerangkatDaerahtRKA.SI{PD}sebelumdisepakatidengan

DPRD.

RarrcarrganAnggaraaPerrdapatandarrBelanjaDaerah
selanjutnyadising}<atRAPBDadalahrencarlakeuangan
tahunan pemerintahan daerah yallg dibahas dall disetujui

bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, darr ditetapkart

dengan Peraturan daerah'

BAB II

RUANG LINGKI.IP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

a. RI(PD Tahun 2AL7.

b. Sistematika RKPD Tahun zAfi '

c. Pengendalian dan Evaluasi RKPD Tahr:n 2Ol7 '

d- Pembinaan dan Pengawasan'

BAB III

RENCANA KEzuA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

Pemerintah Daerah menJrus1m RKPD Tahun 2oL7 sebagai

penjabaran dari RPJMD, dengan tahapan sebagai berilnrt:

a. Pen5rusunan Rancangan RKPD'

b. Perumusan Rancangan Akhir RKPD; dan

c. PenetaPan RKPD.

BAB TV

SISTEMATIKA RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten I(atingan Tahun

2Ot7 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

L 1..



1.

2.

3.

PENDAHULUAN, antara lain memuatlrnenjelaskan maksud,

tujuan, dan dasar pertimbangan perubahan yang di$erta

dengan gambaran tentang prubahan kerangka ekonomi

daerah.

EVALUASI HASIL RKPD mmpai dengan triwulan II, antara

lail1 memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan RKPD

tahun n-l sampai dengan triwulaa II tahun berjalan; dart

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIO?TTAS DAERAH

DAIJ,M PERUBATIAN RKPD, yang memuat kegiatan lanjutan

tahun sebehrmnya, pergeseran kegiatan antar SKPD,

penghapusan kegiatan, penarrbahan kegiatan banr/kegiatan

alternatif, penambahan atau pengUrangan target kinerja dan

pagu kegiatan, serta penrbahan lokasi dan kelompok sasaraI}

kegiatan, serta kegiatan yang tidak mengalami perubahan.

BAB V

PENGENDALIAN DAN EVALUASI RKPD

Pasal 5

Bappeda l{abupaten l(atingan mel;akukan pengendalian dart

evaluasi RKPD ?ahun 2a17 sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 humf c.

pengendalian daJl Evaluasi RKPD Tahun 2ol7 sebagaimana

dimaksud Pada aYat {1} meliPuti :

a.. Pengendalian keldiakan;

b. Pengendalian pelaksanaan; dart

c. Evah.rasi hasil-

Pasal 6

pengendalian kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

5 ayat (21 huruf a untuk mer{amin:

a. Bafuwa RKPD telah disusun sesuai tahapan dafl tatacara

yang ditetapkan dalam perahrran penrndang-undangan;

dart

b. Bahwa RKPD telah selaras dengan dan sasaran

pembangunandaerahya*Sditetap}rarrdalamRPJMD

da:r RI(PD Provinsi dan RKP Tahun 2AL7 '

pengeadalian pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 5 ayat (2) huruf b unark rnenjamin:

a. batrrra kegiatan prioritas dan sasaran pembangunan,

re$cana program dan kegiatan prioritas daeratr' serta

(1)

at

tu

(2t



indikator kinerja, dan pa$r indikatif dalam RKPD telah

dipedomani datam penJrusunan rancangan KUA dan

PPA$; dan

b. batrwa KUA dan PPAS menjadi daear penJrusunan

Rancarrgrn angaran Pendapatan dan Belanja Daerah

?ahun 2Ot7.

(3) Evaluasi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat [21

huruf c tmtuk menjamin:

a. menilai da]ra seraP; dan

b. Capaian target kinerja program kegiatan mencakup

ma$rkan {fury;lrtt, keluaraa {ott@ut dar. hasil {orfiame)

yang telah ditetapkan dalasr Dokume:r RKPDTahun

24fi.
Pasal 7

tU Pengendalian kebijaten sebagaimana dimaktud dalam Pasal

5 ayat {21 hulad a mengunaka* formulir sebagaimana

terhrang dalam Lampiran II Peraturan Menteri Dalaa Negeri

Nomor L8 Tahun 2416;

{2t Kepala Bappda l{abupaten Kathgan menyampaikan hasil

pengendalian kebfrakan Fnyusunan RKPD Tahun 24L7,

sebagaimana ayat {U Kepada Bupati Katingan krsamaan

dengan penyampaian Rancangan Akldr RKFD Tahun 2OL7

guna mernperoleh persehrjuan untuk ditetapkan dengan

Peraturan BuPati;

(31 Penyampaian formulir Pengendalian l<gbiiakas kepada Bupati

Katingan sebagaimana pade ayat {21 bertujuan untuk

menyatakan bahwa rancangan akhir RKPD Tahun }ALT telah

disusun sesuai dengap tahapa:r dan tatacam. pen1rusunan

RKPD yang ditetapkan dalam Peratgran Pemerintah Nomor 8

Tahun 2008, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54

Tahun 2O1O dan Peraturas Menteri Dalam Negeri Nomor 18

Tahun 24L6.
Pasal 8

(U Pengendalian Pelaksanaa:r sebagaimana dimaksrd dalam

Pasal 5 ayat {2} huruf b meagUnakan formulir sebagaimana

terttrang datam Lampiran tI Perattrran Menteri Dalam Negeri

Nomor 18 Tahun 2016.

(2) Kepala Bappeda Kabupaten lhtingan menyalrrpaikan hasil

pengsndalisn Pelaksanaan RKPD Tatrun 201'6, sebagaimana



ayat (1) Kepada Bupati Itutingan bersamaan dengan

penyampaian rancumgan KUA dan rancanga.n PPAS tahun

2OL7 yang telah disusun TAPD untuk memperoleh

persetujuan dari Bupati guna dibahas lebih Ianjut krsama

DPRD sebagai landasan penJrusunan APBD Tatrun 2017.

t3) Perryampaian formulir pengendalian Pelaksanaan RKPD

Tahun 2oL6 kepada Bupati Katingan sebagaimana pada ayat

(2) bern{uan untuk menyatakn bahwa rancangan KUA dan

rancangan PPAS Tahun 2OtT telah disusun sesuai dengan

prioritas dan sasaran pembangunan tahunan, fencana

program da3 kegiatan prioritas, indikator dan target kiaerja,

lokasi dan fts[ornpok asa.ran, serta pagu indikatif yang

ditetapkan rlatam RKPD Tahun 2AL7 '
Pasal 9

(1) Evahrasi hasil sebagaimana dimaksr-rd dalern Pasal 5 ayat {2}

hurrf c menggunakan forsrullr sebagaimana &rfLlang dalam

Lampiran II Perah:ran Menteri Dalam Negeri Nornor 18 Tahun

20t6.
(2) Kepala SKPD menyampaikan lalroran triurulanan realisasi

programdankegiatarrrertcarra.kerjasatuankerja

daerah Tahun 2AL7, sebagaimana ayat {1} kepada Bupati

melalui Kepala Bappeda l(abupaten l(atingan'

(3) Bappeda melakrkan evaluasi terhadap laporan triwulanan

sebagaimana dimaksud ayat {2} untuk menilai mengetahui ;

a. Realisasi antara capaian indikator kinerja prcgram dan

kegiatanyangdilaksanakartSKPDderrganrencana
program dan kegiataa prioritas daerah yang ditetapkan

dataln RKPD Tahun 2AL7 '

b.Realisasiantarapenyerapandanaprogramdankegiatan
yaflgdilaksanakarrSKPDdengasrpagunldikatifyang
ditetaPkan dala$ RKPD Tahun 2Ot7 '

c. Hambatan dan kendata yang dihadapi dalalrt

pelaksanaarrprogramdarrkegiatansebagaidasar
p€rumusanrekomendasidanlanglah-larrgkah
penyemprrraaanuntukditindaklanjutikepalaSKPDagar

targetkinerjaprogramdankegiataaprioritasdaerah
dalam RKPD ?OLT daPat dicaPai'



{21

(31

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGATASAN

Pasal 1O

(U Menteri Dalam Negeri melarui Direkfur Jend.eral Bina
Pembangunan Daerah melakukan pembinsen dan
pengawasan terhadap penJrusuflan, pengendalian dan
evaluasi RKPD Provinsi Tahun ZALT.

Guberaur rnelakukan pembinaan dan pengawasan terhadap
penJrusunan, pengendalian dan evaluasi RKPD Provinsi dan
Kabupaten/Kota di wilayahnya Tahun 2ALT.

Bupati melakukan pernbinaan dan pengawa$an terhadap
penJrusunan, trrengendalian dan evaluasi RKPD Kabupaten

Tahun 2*77.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 1L

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tangal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuirlya, memerintahkan penguadangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalasr Berita Daerah

Kabupaten Katiagan,

Ditetapkan di Kasongan

Pada tanggal,)?-g - zALo

Diundangkan di Kasongan

pada taaggal,r?-S - 2016

SEKRE:TARIS DAERAH

TINGAN

NIKODEMOS

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2OL6 NOMOR ,28 8


